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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Le$mbaga pe$rbankan me$mpunyai pe$ranan yang sangat pe$nting dalam 

pe$re$konomian suatu ne$gara, kare$na ke$langsungan ope$rasionalnya sangat 

be$rgantung pada ke$pe$rcayaan  masyarakat. Tanpa ke$pe$rcayaan te$rse$but, 

pe$rbankan akan sulit be$rope$rasi se$cara optimal, yang pada akhirnya dapat 

be$rujung pada rusaknya stabilitas pe$re$konomian. Ole$h kare$na itu, pe$nting bagi 

industri pe$rbankan untuk se$nantiasa me$njaga ke$pe$rcayaan de$ngan me$lindungi 

ke$pe$ntingan masyarakat de$ngan me$nge$de$pankan prinsip ke$hati-hatian atau 

prude$ntial banking dan good corporate$ gove$rnance$.1 

Saat ini ke$hidupan pe$re$konomian masyarakat mode$rn sangat be$rgantung 

pada se$ktor pe$rbankan. Bank be$rpe$ran se$bagai pe$nunjang pe$me$nuhan 

ke$butuhan masyarakat me$lalui be$rbagai ke$giatan pe$rbankan. Be$rdasarkan 

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Te$ntang Pe$rbankan se$bagaimana te$lah 

diubah de$ngan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Te$ntang Pe$nge$mbangan 

Dan Pe$nguatan Se$ktor Ke$uangan. Bank Indone$sia, pe$me$rintah, ke$polisian, dan 

ke$jaksaan se$bagai aparat pe$ne$gak hukum me$mpunyai ke$wajiban untuk be$ke$rja 

 
1 Hermansyah, Hukum  Perbankan  Nasional  Indonesia,  Kencana  Prenada  Media  

Group, Jakarta, 2011, hal.7 
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sama dalam me$mbe$rantas be$rbagai ke$jahatan pe$rbankan te$rhadap dana 

masyarakat  di pe$rbankan Indone$sia.2 

Me$nurut ke$te$ntuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Te$ntang 

Pe$rbankan se$bagaimana te$lah diubah de$ngan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

2023 Te$ntang Pe$nge$mbangan Dan Pe$nguatan Se$ktor Ke$uangan, dalam Pasal 1 

Ayat (2) Bank be$rbunyi: 3 

“Bank adalah badan usaha yang me$nghimpun dana dari masyarakat 

dalam be$ntuk simpanan dan me$nyalurkannya ke$pada masyarakat 

dalam be$ntuk kre$dit atau pe$mbiayaan dan/atau be$ntuk lainnya dalam 

rangka me$ningkatkan taraf hidup rakyat”. 

Se$bagai inti dari siste$m ke$uangan suatu ne$gara, bank tidak hanya 

be$rpe$ran se$bagai te$mpat me$nyimpan dana, namun juga se$bagai institusi yang 

me$nyalurkan dana te$rse$but dalam be$ntuk pinjaman dan jasa ke$uangan lainnya. 

Pe$ran ini  sangat pe$nting untuk me$ningkatkan ke$se$jahte$raan masyarakat dan 

me$ndorong pe$rtumbuhan e$konomi nasional. Bank be$rpartisipasi dalam 

me$kanisme$ pe$mbayaran di se$mua se$ktor pe$re$konomian me$lalui aktivitas 

pinjaman dan be$rbagai layanan lainnya.4 Pe$nyaluran kre$dit pe$rbankan me$njadi 

salah satu ke$giatan usaha bank yang  me$ngge$rakkan  pe$re$konomian kare$na 

adanya pe$rputaran uang. Pe$rubahan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 1998 Te$ntang Pe$rbankan, pe$rubahan atas Undang-Undang Nomor 4 

 
2 Situru, M. Rizal, “Pertanggungjawbanpidana atas tindakan pegawai bank yang 

melanggar sistem prosedur bank dan mengakibatkan terjadinya suatu tindak pidana di bidang 

perbankan”, Jurnal keguruan dan ilmu pendidikan Vol. 3 no 1, 2014, hal 503 
3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan 

Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun Tentang Pengembangan Dan 

Penguatan Sektor Keuangan  2023 Pasal 1 Ayat (2) 
4 Hermansyah, Op.Cit. hal.8 
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Tahun 2023 Te$ntang Pe$nge$mbangan Dan Pe$nguatan Se$ktor Ke$uangan, yaitu 

kre$dit se$bagai pe$nawaran uang atau surat yang  dipe$rsamakan de$ngan itu 

be$rdasarkan suatu kontrak pinjaman antara bank dan pe$minjam me$ngikuti: 

Pe$minjam wajib me$mbayar ke$mbali pinjamannya be$se$rta bunganya se$te$lah 

jangka waktu te$rte$ntu.5 

Undang-Undang Pe$rbankan Indone$sia me$ngatur bahwa pe$rbuatan yang 

me$langgar pe$raturan pe$rundang-undangan yang be$rlaku (khusus) me$rupakan 

tindak pidana be$rdasarkan Undang-Undang dan Pe$raturan Pe$rbankan Indone$sia 

yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Te$ntang Pe$rbankan se$bagaimana 

te$lah diubah de$ngan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Te$ntang 

Pe$nge$mbangan Dan Pe$nguatan Se$ktor Ke$uangan. Me$lihat ke$ be$lakang, kasus 

kriminal yang dialami industri pe$rbankan se$olah tak ada habisnya.  

Te$lah te$rjadi tindak pidana pe$rbankan de$ngan cara pe$nyalahgunaan data 

nasabah yang dilakukan ole$h oknum BRI yang me$ngakibatkan total ke$rugian 

ke$uangan ne$gara se$be$sar Rp 95.404.225.425,- (se$mbilan puluh lima miliar 

e$mpat ratus e$mpat juta dua ratus dua puluh lima ribu e$mpat ratus dua puluh 

lima rupiah). Pe$rbuatan dimulai ke$tika oknum BRI me$nawarkan program 

pinjaman kre$dit tanpa agunan be$rnama (BRIGUNA), yang ke$mudian oknum 

bank te$rse$but me$nyarankan untuk me$nggunakan data karyawan PT Jasmina 

Asri Kre$asi yang dipakai se$bagai dalih untuk me$mbuat kre$dit fiktif ke$pada 

 
5 Ruddy Tri Santoso, Mengenal Dunia Perbankan (Jakarta: Andi Offset, 1996), hal 2 
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dire$ktur PT Jasmina Asri Kre$asi. Praktik te$rse$but dimulai dari tahun 2016 

hingga 2021 Shinta Kusumawardhani dinyatakan se$bagai Te$rdakwa.  

Pada akhir tahun 2021, putusan hukum formal dike$luarkannya, yaitu 7 

tahun pe$njara dan de$nda se$jumlah Rp.300.000.000,00- (tiga ratus juta rupiah) 

se$rta Me$nghukum te$rdakwa untuk me$mbayar uang pe$ngganti se$jumlah se$be$sar 

Rp 5.625.000.000,- (lima miliar e$nam ratus dua puluh lima juta rupiah). 

Ke$putusan ini dite$tapkan ole$h Mahkamah Agung Re$publik Indone$sia pada hari 

Kamis, tanggal 8 De$se$mbe$r 2021. Kasus ini sangat re$le$van kare$na 

me$nunjukkan be$tapa luasnya korupsi di dunia usaha dan industri ke$uangan di 

Indone$sia dan dampaknya yang be$sar te$rhadap stabilitas pe$re$konomian 

nasional. Ole$h kare$na itu, analisis kasus ini pe$nting untuk me$ningkatkan 

ke$sadaran masyarakat te$ntang pe$ntingnya inte$gritas dan transparansi dalam 

dunia usaha dan pe$me$rintahan se$hingga fe$nome$na korupsi dapat le$bih dice$gah 

di masa de$pan.  

De$ngan apa yang te$rjadi dalam Putusan Pe$ngadilan Ne$ge$ri Nomor 

40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst te$ntang pe$rkara pidana korupsi akibat 

pe$nyalahgunaan data nasabah yang dilakukan ole$h dire$ktur PT Jasmina Asri 

Kre$asi atas nama Jasmina Julie$ Fatima de$ngan dibantu oknum dari PT Bank 

Rakyat Indone$sia atas nama Te$rdakwa Shinta Kusumawardhani me$mpe$role$h 

fasilitas kre$dit fiktif (BRIGUNA) dan dibayar me$lalui BRI Payroll. Dalam 

dunia pe$rbankan, ke$patuhan  me$rupakan aspe$k me$ndasar yang pe$rlu dilakukan 

ole$h se$luruh pe$mangku ke$pe$ntingan, baik individu maupun dunia usaha.  



5 
 

 
 

Namun dalam be$be$rapa kasus, te$rdapat tindakan yang je$las-je$las 

me$langgar aturan dalam ke$te$ntuan Undang-Undang Re$publik Indone$sia 

Nomor 10 Tahun 1998 Te$ntang Pe$rbankan se$bagaimana te$lah diubah de$ngan 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Te$ntang Pe$nge$mbangan Dan Pe$nguatan 

Se$ktor Ke$uangan dije$laskan dalam Pasal 49 Ayat (2) Huruf (a) pasal ini antara 

lain me$muat ke$te$ntuan te$ntang anggota komisaris, dire$ksi, dan pe$gawai bank 

yang de$ngan se$ngaja me$minta atau me$ne$rima, me$ngizinkan, atau me$nye$tujui 

untuk me$ne$rima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pe$layanan, uang atau 

barang be$rharga, untuk ke$pe$ntingan pribadinya atau untuk ke$untungan 

ke$luarganya, dalam rangka me$ndapatkan fasilitas kre$dit dari bank ataupun 

dalam rangka me$mbe$rikan pe$rse$tujuan bagi orang lain untuk me$laksanakan 

pe$narikan dana yang me$le$bihi batas kre$ditnya pada bank. 

Dalam pe$ne$litian ini, se$orang anggota de$wan komisaris atau yang se$rata, 

anggota dire$ksi atau yang se$tara, atau pe$gawai Bank se$harusnya tunduk dan 

patuh pada re$gulasi yang be$rlaku. Alih-alih me$matuhi, Te$rdakwa te$rse$but justru 

me$ngambil langkah yang be$rte$ntangan de$ngan aturan yang sudah dite$tapkan. 

Pe$rbuatan ini tidak hanya me$nce$de$rai inte$gritas se$ktor pe$rbankan, te$tapi juga 

pe$langgaran tindak pidana pe$rbankan. 

Ke$inginan pe$nulis te$rhadap kasus ini dikare$nakan ingin me$nje$laskan 

bagaimana tipologi ke$jahatan pe$nyalahgunaan data pribadi nasabah untuk 

me$mpe$role$h kre$dit tanpa agunan, dan apakah ke$rugian yang te$rjadi pada Bank 

BUMN te$rmasuk unsur ke$rugian ke$uangan ne$gara dalam Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2019 te$ntang Komisi Pe$mbe$rantasan Tindak Pidana Korupsi 
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se$rta bagaimana pe$rtimbangan maje$lis hakim dalam me$mutus tindak pidana 

pe$rbankan me$nurut putusan nomor 40/pidsus-tpk/2021/pn jkt pst. Se$hingga 

pe$nulis te$rtarik me$mbahas me$nge$nai pe$ne$gakan hukum yang dilakukan ole$h 

oknum de$ngan cara me$lakukan kre$dit fiktif dan pe$nyalahgunaan data pribadi 

nasabah untuk me$mpe$rkaya diri se$ndiri. 

Untuk itu pe$nulis me$lakukan pe$ne$litian dalam be$ntuk karya tulis ilmiah 

be$rupa Skripsi de$ngan judul ANALISIS YURIDIS TERHADAP 

KEJAHATAN PERBANKAN DALAM PENYALAHGUNAAN KREDIT 

TANPA AGUNAN DI PT BANK RAKYAT INDONESIA (Studi Kasus 

Putusan : Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst) 

B. Rumusan Masalah 

Be$rdasarkan uraian yang te$lah disampaikan dalam latar be$lakang, pe$nulis 

akan me$nyampaikan be$be$rapa rumusan masalah yang diharapkan bisa 

dipe$cahkan yaitu: 

1. Bagaimana be$ntuk ke$jahatan kre$dit fiktif yang dilakukan de$ngan 

cara pe$nyalahgunaan data pribadi? 

2. Bagaimana pe$rtimbangan maje$lis hakim dalam me$mutus tindak 

pidana pe$rbankan me$nurut putusan nomor 40/pid.sus-tpk/2021/pn 

jkt.pst? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan pe$nulisan ini adalah untuk me$me$nuhi Se$bagian pe$rsyaratan bagi 

pe$nulis di Fakultas Hukum Unive$rsitas Nasional. 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk me$nge$tahui, be$ntuk ke$jahatan kre$dit fiktif yang dilakukan 

de$ngan cara pe$nyalahgunaan data pribadi. 

b. Untuk me$nge$tahui, pe$rtimbangan hakim dalam me$mutus pe$rkara 

tindak pidana pe$rbankan dalam putusan nomor 40/pid.sus-

tpk/2021/pn jkt.pst. 

 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Se$cara te$oritis, dapat me$mbe$rikan sumbangan pe$mikiran 

dan ke$majuan dalam bidang hukum pidana. Se$lain itu diharapkan 

dapat me$njadi re$fe$re$nsi bagi para praktisi, akade$misi, pe$nulis, dan 

pihak-pihak yang ingin te$rus me$ne$liti tindak pidana pe$rbankan. 

b. Manfaat Praktis 

Se$cara praktis, diharapkan dapat me$mbe$rikan arahan dan 

masukan ke$pada aparat pe$ne$gak hukum di bidang pidana. Hal ini 

te$rutama be$rlaku dalam me$ngadili pe$laku ke$jahatan pe$rbankan. 

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual 

Ke$rangka te$ori me$rupakan salah satu sub pe$mbahasan pe$rtama pada saat 

me$nulis suatu pe$ne$litian, dan digunakan ole$h pe$ne$liti untuk me$nganalisis 
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pe$rmasalahan yang se$dang dipe$lajarinya, te$rmasuk pada saat me$lakukan 

pe$ne$litian di bidang ilmu hukum. Pe$ntingnya pe$ranan me$nguraikan ke$rangka 

te$ori dalam pe$ne$litian hukum dapat dilihat de$ngan te$rle$bih dahulu me$mahami 

pe$ntingnya te$ori dan fungsinya dalam pe$ne$litian, baik dari se$gi aspe$k e$timologi 

(Bahasa) maupun aspe$k te$rminologi (Istilah) be$se$rta fungsinya dalam se$buah 

pe$ne$litian. 6 

1. Kerangka Teori 

a. Teori Keadilan 

Me$nurut Ge$orge$ Ge$rbich “ke$adilan” adalah konse$p ke$adilan 

se$bagai ide$ yang ada dalam se$mua hukum. Ke$adilan adalah pe$rilaku 

manusia dalam hubungannya de$ngan hak – hak me$re$ka se$ndiri; ole$h 

kare$na itu, ke$adilan dapat dianggap se$bagai ke$bajikan yang be$rusaha 

me$wujudkan hak – hak orang lain.  

Dasar ke$adilan adalah manusia dalam hubungan sosial. Se$bagai 

suatu ke$bajikan, ke$adilan me$rupakan syarat awal dan jaminan yang 

dipe$rlukan bagi te$rciptanya pe$mbangunan sosial. Obje$k ke$utamaan 

disini adalah hak manusia. Ke$adilan be$rhubungan de$ngan pe$me$nuhan 

hak dan ke$wajiban, ke$untungan sosial, dan orang yang me$miliki banyak 

ke$te$rlibatan dalam masyarakat. Ke$adilan me$muat se$buah gagasan yang 

me$miliki pe$rsamaan de$rajat manusia dalam me$njalankan hak dan 

ke$wajiban.7 

 
6 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: UPT Mataram University 

Press, 2020), hal. 39. 
7 William Chang, Menggali Butir-butir Keutamaan, Kanisius, Yogyakarta, 2002, hal. 

31-32. 
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Aristote$le$s me$nje$laskan gagasannya te$ntang ke$adilan dalam 

bukunya Nicomache$an E$thics. Me$nurut Aristote$le$s, ke$bajikan 

me$matuhi hukum adalah ke$adilan. Pada Prinsipnya, ke$adilan adalah 

ke$bajikan unive$rsal, kare$na hukum hanya dapat dite$gakan dalam 

kaitannya de$ngan ke$adilan. 

b. Teori Pertimbangan Hakim 

Pe$rtimbangan hakim atau Ratio De$ce$de$ndi adalah argume$n atau 

suatu alasan yang dipakai ole$h hakim se$bagai pe$rtimbangan hukum 

yang me$njadi dasar se$be$lum me$mutus pe$rkara kare$na putusan hakim 

atau putusan pe$ngadilan me$rupakan aspe$k pe$nting dan dipe$rlukan untuk 

me$nye$le$saikan pe$rkara pidana, se$hingga dapat dinyatakan bahwa 

putusan hakim di satu pihak be$rguna bagi te$rdakwa untuk me$mpe$role$h 

ke$pastian hukum te$ntang status nya dan se$kaligus dapat me$mpe$rsiapkan 

langkah be$rikutnya te$rhadap putusan te$rse$but dalam arti dapat be$rupa 

me$ne$rima putusan atau me$lakukan upaya hukum banding, kasasi, dan 

se$bagainya.8 

Be$rdasarkan ke$te$ntuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

48 Tahun 2009 te$ntang Ke$kuasaan Ke$hakiman me$nyatakan bahwa 

putusan diambil be$rdasarkan sidang pe$rmusyawaratan hakim yang 

be$rsifat rahasia. Pasal 14 ayat (2) me$nyatakan bahwa dalam sidang 

pe$rmusyawaratan, se$tiap hakim wajib me$nyampaikan pe$rtimbangan 

 
8 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif, Sinar 

Grafika. Jakarta 2010, hlm.103 
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atau pe$ndapat te$rtulis te$rhadap pe$rkara yang se$dang dipe$riksa dan 

me$njadi bagian yang tidak te$rpisahkan dari putusan. 

Me$nurut Lilik Mulyadi, yaitu putusan hakim yang baik, mumpuni, 

dan se$mpurna he$ndaknya putusan te$rse$but dapat diuji de$ngan e$mpat 

krite$ria dasar pe$rtanyaan (The$ 4 Way Te$st), yakni: 

a) Be$narkah putusanku ini? 

b) Jujurkah aku dalam me$ngambil putusan? 

c) Adilkah bagi pihak-pihak putusan? 

d) Be$rmanfaatkah putusanku ini?9 

Praktiknya walaupun te$lah be$rtitiktolak dari sifat/sikap se$se$orang 

Hakim yang baik, ke$rangka landasan be$rfikir/be$rtindak dan me$lalui 

e$mpat buah titik pe$rtanyaan te$rse$but di atas, maka hakim te$rnyata 

se$orang manusia biasa yang tidak luput dari ke$lalaian, 

ke$ke$liruan/ke$khilafan (re$chte$rlijk dwaling), rasa rutinitas, ke$kurang 

hatihatian, dan ke$salahan. Praktik pe$radilan me$nunjukkan adanya 

aspe$kaspe$k te$rte$ntu yang luput dan ke$rap tidak dipe$rhatikan hakim 

dalam me$mbuat ke$putusan.10 

c. Teori Pertanggungjawaban Pidana 

Dari pe$rspe$ktif pe$rtanggungjawaban, hanya me$re$ka yang 

“be$rtanggung jawab” yang dapat dimintai pe$rtanggungjawaban pidana. 

Ke$tika kondisi me$ntal tidak te$rganggu se$cara pe$rmane$n atau se$me$ntara 

 
9 Lilik Mulyadi, Kekuasaan Kehakiman, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm.119. 
10 Ibid, hlm.120. 
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kare$na pe$nyakit, tidak te$rhambat pe$rtumbuhannya, tidak te$rbe$bani ole$h 

pe$nyakit ke$ras, tidak cacat dalam pe$rtumbuhan, dan se$bagainya atau 

dalam kata lain ia diharuskan dalam ke$sadaran se$ndiri.11  

Me$nurut Sutrisna, akuntabilitas me$me$rlukan dua unsur, yaitu 

ke$mampuan untuk me$mbe$dakan pe$rbuatan yang baik dan yang buruk, 

yang taat de$ngan hukum dan yang be$rte$ntangan de$ngan hukum, se$rta 

ke$mampuan untuk me$ne$ntukan ke$he$ndak se$suai de$ngan ke$sadaran 

akan baik buruknya pe$rbuatan te$rse$but.12 

Me$nurut D. Simons, pe$nge$rtian ke$salahan me$mpunyai arti 

se$bagai be$rikut: 

“Ke$salahan adalah ke$adaan psikis pe$laku dan hubungannya 

de$ngan pe$rbuatan yang dilakukan yang se$de$mikian rupa, se$hingga 

be$rdasarkan ke$adaan spikis te$rse$but pe$laku dapat dice$la atas 

pe$rbuatannya” 

d. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan (Fraud Triangle) 

Fraud triangle$ the$ory ole$h Iqbal dan Murtanto (2016) pe$rtama kali  

dipe$rke$nalkan ole$h Donald R. Cre$sse$y pada tahun 1953. Fraud triangle$ 

the$ory me$rupakan gagasan yang lahir dari se$bab-se$bab te$rjadinya 

pe$nipuan. Me$nurut Fraud triangle$ the$ory Cre$sse$y (1953), ada tiga faktor 

 
11 Roni Wiyanto, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Mandar Maju, 2012, 

hal. 96. 
12 Sutrisna, I Gusti Bagus, “Peranan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana ( Tijauan 

terhadap pasal 44 KUHP),” dalam Andi Hamzah (ed.), Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara 

Pidana, Jakarta, Ghalia Indonesia , (1999). 
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te$rkait untuk me$nje$laskan me$ngapa se$se$orang me$lakukan pe$nipuan: 

te$kanan, pe$luang atau pe$luang, dan rasionalisasi13.  

Vona (2008) be$rpe$ndapat bahwa te$ori ke$curangan me$nyatakan 

bahwa  rasionalisasi, te$kanan, dan pe$luang dipe$rlukan agar ke$curangan 

dapat te$rjadi. AICPA  me$nye$but ke$tiga faktor ini se$bagai faktor risiko 

pe$nipuan atau kondisi pe$nipuan. 

1. Pre$ssure$ (Te$kanan) 

Pre$ssure$ adalah inse$ntif untuk be$rbuat ke$curangan. Te$kanan 

biasanya be$rasal dari ke$butuhan atau masalah e$konomi, namun 

banyak pe$laku yang hanya dimotivasi ole$h ke$se$rakahan. 

Te$kanan te$rse$but me$liputi te$kanan finansial dan te$kanan non-

finansial. 14Te$kanan non-finansial sangat luas dan me$ncakup 

gaya hidup, tuntutan e$konomi, dan banyak lagi. Te$kanan 

biasanya datang dari te$kanan ke$butuhan finansial. Ke$butuhan ini 

se$ringkali dipandang se$bagai ke$butuhan yang tidak dapat 

dibagikan ke$pada orang lain untuk dise$le$saikan be$rsama. Ole$h 

kare$na itu, harus dise$le$saikan se$cara rahasia yang pada akhirnya 

be$rujung pada pe$nipuan. Ada e$mpat je$nis kondisi yang biasa 

te$rjadi dibawah te$kanan dan me$ngarah pada pe$rilaku curang: 

stabilitas ke$uangan, te$kanan e$kste$rnal, ke$butuhan ke$uangan 

pribadi, dan tujuan ke$uangan. 

 
13 Cressey, D. R. (1953). Other People’s Money. Montclair, NJ: Patterson Smith, pp.1-

300. 
14 Dwi Ratmono, “Determinan Kecurangan Laporan Keuangan: Pengujian Teori Fraud 

Triangle”,  Diponegoro Journal Of Accounting, Vol.3. No.2 (2014), Hal. 3 
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2. Opportunity (Ke$se$mpatan)  

Opportunity adalah pe$luang yang me$mungkinkan te$rjadinya 

ke$curangan. Pada dasarnya ada dua faktor yang me$ningkatkan 

ke$mungkinan atau risiko se$se$orang me$lakukan ke$curangan. 

yaitu:15 

(i) Siste$m pe$nge$ndalian inte$rnal yang le$mah, se$pe$rti 

ke$tidakmungkinan tindak lanjut kare$na tidak adanya 

atau kurangnya je$jak audit (audit trail), aktivitas 

manaje$me$n yang tidak te$pat dan tidak e$fisie$n dalam 

are$a dan prose$s bisnis yang be$risiko tinggi, siste$m 

dan ke$mampuan SDM tidak se$jalan de$ngan 

komple$ksitas organisasi, prose$dur ke$bijakan SDM 

yang tidak se$suai be$rkontribusi pada pe$rbaikan. 

(ii) Tata ke$lola organinasi yang buruk dapat 

me$ningkatkan pote$nsi te$rjadinya ke$curangan. 

Se$olah-olah tidak ada komitme$n dan ke$te$ladanan 

yang baik di tingkat pimpinan dan sikap manaje$me$n 

yang lalai. 

3. Rationalization (Rasionalisasi)  

Rationalization te$rjadi kare$na se$se$orang be$rusaha me$mbe$narkan 

suatu ke$giatan yang me$libatkan pe$nipuan. Para pe$nipu pe$rcaya 

 
15 Ibid 
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atau me$rasa bahwa apa yang dilakukannya bukanlah pe$nipuan 

dan me$rupakan hak me$re$ka. Pe$laku bahkan mungkin me$rasa 

te$lah be$rkontribusi kare$na te$lah be$rbuat banyak untuk organisasi. 

2. Kerangka Konseptual 

a. Tindak Pidana 

Me$nurut Undang-Undang Re$publik Indone$sia, tindakan 

(hande$ling) yang akan diancam de$ngan hukuman pidana dise$but tindak 

pidana, me$langgar hukum (onre$chtmatig) me$rujuk pada situasi di mana 

se$se$orang yang me$miliki kapasitas untuk be$rtanggung jawab te$rlibat 

dalam pe$rilaku yang dianggap salah. Prose$s ini dapat dibagi me$njadi 

dua aspe$k utama, yaitu e$le$me$n obje$ktif yang me$ncakup tindakan yang 

se$harusnya dilakukan, dan e$le$me$n subje$ktif yang me$libatkan e$valuasi 

ke$salahan se$rta ke$mampuan individu untuk be$rtanggung jawab atas 

tindakannya.  

De$finisi me$ndasar hukum pidana dapat dirinci se$bagai pe$rbuatan 

yang dapat dikate$gorikan se$bagai tindak pidana, yakni pe$rbuatan yang 

dianggap jahat atau ke$jahatan dalam konte$ks yuridis. Se$cara formal, 

tindak pidana diklasifikasikan se$bagai suatu be$ntuk pe$langgaran yang 

me$libatkan pe$rbuatan yang be$rte$ntangan de$ngan ke$te$ntuan dalam 

Undang-Undang Pidana Re$publik Indone$sia.16 

 

 
16 P.A.F. Lamingtan, Dasar-dasar hukum pidana Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya 

Bakti,1996), hal.37. 
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b. Perbankan 

Pe$rbankan me$ncakup se$gala se$suatu yang be$rhubungan de$ngan 

bank, se$pe$rti organisasi, ke$giatan usaha,  cara dan prose$s dalam 

me$njalankan ke$giatan usaha. Ke$te$ntuan te$rkait pe$rbankan dimuat 

dalam “Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 te$ntang Pe$rbankan yang 

juga me$rupakan pe$rubahan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998” 

yang dianggap tidak se$suai lagi de$ngan tuntutan pe$rke$mbangan ke$adaan dan 

pe$rubahan dalam ke$hidupan masyarakat.  

Ke$giatan ope$rasional pe$rbankan di Indone$sia me$nganut prinsip 

ke$hati-hatian dalam me$njalankan fungsinya. Fungsi utama bank di 

Indone$sia adalah me$nghimpun dan me$nyalurkan dana 

masyarakat.ujuannya adalah untuk me$ndukung pe$laksanaan 

pe$mbangunan nasional dalam rangka me$mpe$rluas alokasi 

pe$mbangunan dan hasil-hasilnya, me$ningkatkan pe$rtumbuhan e$konomi 

dan stabilitas nasional, se$rta me$ningkatkan taraf hidup pe$nduduk se$cara 

ke$se$luruhan.17 

c. Kredit 

Istilah Kre$dit be$rasal dari bahasa Latin yaitu cre$de$re$ yang be$rarti 

ke$pe$rcayaan dalam bahasa inggris faith dan trust. 7 Dasar dari pada 

kre$dit adalah ke$pe$rcayaan. Pasal 1 angka 11 Undang-undang No. 10 

Tahun 1998 Te$ntang Pe$rbankan se$bagaimana te$lah diubah de$ngan 

 
17 Astuty, Riki (2020) Analisis Tingkat Rasio Profitabilitas Pada Bank Cimb Niaga Tbk 

Periode Tahun 2015-2019. Diploma thesis, Univesitas Komputer Indonesia. 
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Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023  dirumuskan bahwa kre$dit adalah 

pe$nye$diaan uang atau tagihan yang dapat dipe$rsamakan de$ngan itu, 

be$rdasarkan pe$rse$tujuan atau ke$se$pakatan pinjam-me$minjam antara 

bank de$ngan pihak lain yang me$wajibkan pihak me$minjam untuk 

me$lunasi utangnya se$te$lah jangka waktu te$nte$rntu de$ngan pe$mbe$rian 

bunga. 

Pe$nge$lolaan kre$dit harus dilakukan de$ngan te$liti mulai dari 

pe$re$ncanaan jumlah kre$dit, pe$ne$ntuan suku bunga, prose$dur pe$mbe$rian 

kre$dit, analisis pe$mbe$rian kre$dit sampai pe$nge$ndalian kre$dit mace$t. 

Pe$nge$lolaan kre$dit dise$but manaje$me$n kre$dit (Kasmir, 2003). 

d. Penyalahgunaan Kredit 

Pe$nyalahgunaan kre$dit adalah tindakan me$nggunakan fasilitas 

kre$dit atau pinjaman yang dibe$rikan ole$h le$mbaga ke$uangan se$cara 

tidak sah atau tidak se$suai de$ngan pe$rjanjian.18 Be$ntuk pe$nyalahgunaan 

ini bisa be$rupa pe$nggunaan dana kre$dit untuk tujuan yang be$rbe$da dari 

yang dise$pakati, misalnya ke$tika dana yang se$harusnya digunakan 

untuk inve$stasi usaha malah dialihkan untuk ke$pe$rluan pribadi. Se$lain 

itu, pe$nyalahgunaan kre$dit juga dapat me$libatkan pe$malsuan data atau 

dokume$n, se$pe$rti me$malsukan laporan ke$uangan atau ide$ntitas untuk 

me$mpe$role$h fasilitas kre$dit.  

 
18 Ence Sutisna, ”Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan 

Kredit Perbankan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang 

Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi”, Vol.1. No.1 (2023). Jurnal Kebaruan Universitas Langlang Buana Hal. 35. 
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Be$be$rapa pe$laku bahkan me$lakukan pe$ngalihan ase$t yang 

dijadikan jaminan tanpa se$pe$nge$tahuan atau pe$rse$tujuan dari pihak 

kre$ditur. Tindakan-tindakan ini se$ring kali diikuti de$ngan pe$ngabaian 

ke$wajiban pe$mbayaran atau upaya me$nghindari pe$lunasan pinjaman 

se$cara curang, misalnya de$ngan be$rpura-pura bangkrut. 

e. Kredif Fiktif 

Kre$dit fiktif me$rupakan pe$nyaluran kre$dit yang dibe$rikan pihak 

bank te$rhadap nasabah, te$tapi de$ngan me$nggunakan data-data fiktif, 

artinya pihak inte$rnal bank me$mbuat data-data kre$dit yang ingin 

disalurkan de$ngan tidak ke$adaan yang se$be$narnya te$rhadap se$orang 

nasabah.19 Kre$dit fiktif biasanya digunakan dalam istilah pe$rbakan saja.  

Kre$dit dapat dikatakan fiktif apabila contohnya de$bitur yang te$rcatat 

te$rnyata orangnya tidak (fiktif) atau ada te$tapi tidak pe$rnah 

be$rhubungan de$ngan pihak bank. Hal ini biasanya dise$babkan ole$h 

pihak inte$rnal bank de$ngan nasabah yang me$njalin suatu hubungan 

ke$rja sama dalam hal pe$rmohonan dalam rangka pe$ncairan kre$dit.20  

Kre$dit fiktif dapat dike$tahui ke$tika kre$dit itu mace$t, kare$na tidak 

mungkin dapat me$nagih ke$pada nasabah yang te$rcantum dalam be$rkas 

kre$dit se$bagai orang yang tidak pe$rnah me$minjam uang. Ke$tika kre$dit 

itu mace$t maka pasti pihak bank akan me$nghubungi nasabah yang 

te$rcantum namanya di be$rkas kre$dit te$rse$but, namun se$te$lah dise$le$diki 

 
19 Hermansyah, Op.Cit. Hal.36 
20 Ibid, Hal. 57 
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te$rnyata nama te$rse$but se$be$narnya bukanlah nasabah yang me$lakukan 

kre$dit pe$minjaman. Hal ini lah yang ke$mudian dikatakan kre$dit fiktif 

kare$na data yang dibe$rikan tidak se$suai de$ngan ke$adaan se$be$narnya. 

f. Kredit Tanpa Agunan 

Kre$dit Tanpa Agunan (KTA) atau dike$nal juga de$ngan nama 

pinjaman tanpa agunan. Pinjaman tanpa agunan adalah se$buah produk 

pe$rbankan yang me$mbe$rikan fasilitas pinjaman ke$pada pe$minjam tanpa 

adanya se$buah agunan yang dijadikan jaminan atas pinjaman te$rse$but.21 

KTA me$rupakan salah satu produk inovatif untuk me$mudahkan 

masyarakat dalam me$mpe$role$h kre$dit. KTA me$narik minat nasabah 

untuk me$me$nuhi be$rbagai macam pinjaman se$pe$rti ke$butuhan 

konsumsi. 

E. Metode Penelitian 

1. Tipe Penelitian 

Tipe$ pe$ne$litian yang dipe$rgunakan dalam pe$nulisan skripsi ini ialah 

pe$ne$litian hukum normatif. Pe$nggunaan istilah pe$ne$litian hukum normatif 

be$rasal dari Bahasa Inggris "normative$ le$gal re$se$arch" dan Bahasa 

Be$landa, yaitu "normative$ juridish onde$rzoe$k" Pe$ne$litian hukum normatif, 

yang dike$nal pula se$bagai pe$ne$litian hukum doktrinal, pe$ne$litian hukum 

dogmatik, atau pe$ne$litian le$gistis, dan dalam lite$ratur Anglo Ame$rika 

 
21 Cynthia Ayu Yhuwana, Paramitha Pranangingtyas, “Penyelesaian Sengketa Kredit Tanpa 

Agunan Apabila Debitur Meninggal Dunia Dan Ahli Waris Debitur Menolak Menyelesaikan 

Pembayaran Utang di PT. BNI Kanwil Semarang”, Notarius, Vol.15, Nomor 2 (2022). Hal 578 
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se$ring dise$but se$bagai le$gal re$se$arch, me$rujuk pada je$nis pe$ne$litian 

inte$rnal yang dilakukan dalam lingkup disiplin ilmu hukum.22 

E$. Sae$fullah Wiradipraja me$ngungkapkan konse$p pe$ne$litian hukum 

normatif se$bagai suatu me$tode$ yang se$cara khusus me$ndalami norma 

hukum positif se$bagai fokus utama analisisnya.23 Dalam lingkup pe$ne$litian 

ini, hukum tidak hanya dipe$rse$psikan se$bagai konse$p ide$alis atau utopia 

se$mata, me$lainkan dianggap se$bagai e$ntitas yang te$lah te$rbe$ntuk dan 

te$rdokume$ntasikan dalam be$ntuk norma, asas, dan le$mbaga hukum yang 

e$ksis dalam konte$ks saat ini. Le$bih lanjut, istilah "pe$ne$litian hukum 

normatif" se$ringkali diartikan se$bagai "pe$ne$litian hukum dogmatik," yang 

me$nitikbe$ratkan pada e$ksplorasi, pe$me$liharaan, dan pe$nge$mbangan 

struktur hukum positif de$ngan landasan logika yang solid. 

2. Pendekatan Masalah 

Pe$ne$litian ini me$ngadopsi me$tode$ pe$nde$katan hukum yang 

me$rangkul pe$nde$katan be$rbasis Undang-Undang Re$publik Indone$sia se$rta 

me$libatkan pe$nde$katan kasus untuk me$ndukung analisis dan diskusi dalam 

ke$rangka pe$mbahasan yang le$bih luas. 

a. Pe$nde$katan pe$rundang-undangan 

Dalam rangka pe$ne$litian ini, dilakukan pe$nde$katan me$nggunakan 

me$tode$ Pe$raturan Undang-Undang Re$publik Indone$sia (Statue$ 

Approach) se$rta me$ngadopsi pe$nde$katan studi kasus (Case$ Approach) 

 
22 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: UPT Mataram University Press, 

2020), hal.45 
23 Ibid, hal. 46 
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untuk me$mpe$rdalam pe$mahaman dan analisis te$rhadap mate$ri yang 

diangkat. 

b. Pe$nde$katan kasus 

Pe$ne$litian ini me$rujuk pada Ke$putusan Pe$ngadilan Ne$ge$ri Jakarta 

Pusat de$ngan nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst se$bagai 

landasan utama dalam analisis dan e$ksplorasi topik yang dibahas dalam 

pe$ne$litian ini. 

c. Pe$nde$katan konse$ptual 

Agar me$mpe$rmudah dan me$mpe$rtimbangkan suatu pe$ne$litian, 

dalam pe$nulisan ini dipe$rlukan adanya pe$nde$katan konse$ptual, untuk 

me$nganalisis pe$nye$le$saian masalah hukum dari sudut pandang konse$p-

konse$p hukum yang me$latar be$lakangi.  

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Data prime$r me$rupakan informasi yang pe$nulis pe$role$h dan prose$s 

se$ndiri dari subje$k atau obje$k pe$ne$litian. Se$me$ntara itu, data se$kunde$r 

me$rujuk pada informasi yang dipe$role$h tanpa me$libatkan pe$nulis se$cara 

langsung de$ngan subje$k atau obje$k pe$ne$litian. Ke$mudian data te$rsie$r 

me$rupakan bahan hukum yang be$risikan pe$nje$lasan le$bih lanjut te$rhadap 

bahan hukum prime$r dan se$kunde$r. Dalam ke$rangka pe$ne$litian ini, pe$nulis 

me$milih untuk me$ngandalkan data se$kunde$r se$bagai sumbe$r informasi, 

de$ngan de$tail se$bagai be$rikut: 

a. Bahan Hukum Prime$r 
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Bahan hukum prime$r adalah bahan hukum yang me$miliki ke$kuatan 

hukum me$ngikat se$cara umum ke$pada masyarakat. Bahan hukum 

prime$r yang digunakan dalam pe$ne$litian ini te$rdiri dari: 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;  

2) Putusan Pe$ngadilan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst; 

3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Te$ntang Pe$nge$mbangan Dan 

Pe$nguatan Se$ktor Ke$uangan; 

4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 te$ntang Komisi 

Pe$mbe$rantasan Tindak Pidana Korupsi; 

5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 te$ntang Pe$lindungan Data 

Pribadi; 

6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 te$ntang Pe$rlindungan 

Konsume$n; 

b. Bahan Hukum Se$kunde$r 

Bahan hukum se$kunde$r, me$rupakan bahan hukum yang 

me$mbe$rikan pe$nje$lasan me$nge$nai bahan hukum prime$r. Bahan hukum 

se$kunde$r be$rupa buku hukum, jurnal, artike$l, makalah, se$rta dokume$n 

lainnya yang se$muanya be$rkaitan dan be$rhubungan de$ngan mate$ri 

pe$ne$litian; 

c. Bahan Hukum Te$rsie$r  

Bahan hukum te$rsie$r me$mbe$ri pe$nje$lasan yang be$rkaitan de$ngan 

bahan hukum prime$r dan se$kunde$r, contohnya kamus hukum dan 

e$nsiklope$dia. Bahan hukum te$rsie$r adalah bahan hukum yang 
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me$mbe$rikan pe$tunjuk maupun pe$nje$lasan bagi bahan hukum prime$r 

dan bahan hukum se$kunde$r. 

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum 

Se$te$lah be$rhasil me$ngumpulkan sumbe$r hukum prime$r, se$kunde$r, 

dan te$rsie$r yang dianggap te$lah me$ncapai tingkat ke$le$ngkapan yang 

me$madai, langkah be$rikutnya adalah me$njalankan prose$s pe$ngolahan 

se$cara kualitatif. Me$tode$ analisis kualitatif dite$rapkan me$lalui pe$nde$katan 

yang me$libatkan analisis me$ndalam te$rhadap bahan hukum, de$ngan 

me$rujuk pada konse$p, te$ori, re$gulasi hukum, sudut pandang ahli, atau 

bahkan pandangan pe$ne$liti se$ndiri. 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk me$mpe$rmudah prose$s pe$nyusunan skripsi ini dan me$mbe$rikan 

pe$mahaman yang kompre$he$nsif me$nge$nai inti bahasan se$rta me$tode$nya, 

pe$nulis te$lah me$rancang struktur pe$nulisan yang te$rdiri dari lima bab. Struktur 

ini diharapkan dapat me$mbe$rikan gambaran me$nye$luruh te$rkait e$se$nsi dan 

me$tode$ yang akan dije$laskan dalam skripsi ini. Diantaranya adalah se$bagai 

be$rikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

Pada bab pe$rtama, ini akan disampaikan te$ntang latar be$lakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat pe$ne$litian, ke$rangka 

te$ori dan konse$ptual, me$tode$ pe$ne$litian dan siste$matika pe$nulisan. 
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BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKAN 

Pada bab ke$dua ini akan disampaikan te$rkait tindak pidana 

pe$rbankan, kre$dit, kre$dit fiktif, pe$nyalahgunaan data pribadi. 

BAB III FAKTA HUKUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN 

NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR : 40/Pid.Sus-

TPK/2021/PN Jkt.Pst. 

Pada bab ke$tiga ini me$rupakan hasil dan pe$mbahasan yang 

me$mbahas ide$ntitas te$rdakwa, dakwaan, pe$rtimbangan hakim, se$rta 

putusan dalam pe$rsidangan dari pe$rtanggungjawaban pidana 

pe$gawai baik dalam pe$langgaran prose$dur pe$mbe$rian kre$dit di PT 

Bank Rakyat Indone$sia. 

BAB IV  ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEJAHATAN 

PERBANKAN DALAM PENYALAHGUNAAN KREDIT 

TANPA AGUNAN DI PT BANK RAKYAT INDONESIA (Studi 

Kasus Putusan : Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst) 

Pada bab ke$e$mpat ini akan disampaikan hasil analisis te$ntang 

be$ntuk ke$jahatan kre$dit fiktif yang dilakukan de$ngan cara 

pe$nyalahgunaan data pribadi, dan pe$rtimbangan maje$lis hakim 

dalam me$mutus pe$rkara nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN JKT 

PST). 
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BAB V PENUTUP 

Pada bab ke$lima ini akan disampaikan ke$simpulan yang me$rupakan 

jawaban dari rumusan pe$rmasalahan pe$rmasalahan dan saran yang 

dise$suaikan de$ngan hasil pe$ne$litian. 

  


